PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT PELATIHAN KERJA

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

KETENAGAKERJAAN,

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
program jaminan kehilangan pekerjaan, perlu
dilakukan penyesuaian pembayaran manfaat uang
tunai dan manfaat pelatihan kerja;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang
Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat
Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 15 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 15 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 238);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban
Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1196) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 148 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 264);
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat
Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
102);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT
PELATIHAN KERJA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat
Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat
uang tunai berdasarkan pengajuan dari Peserta.

(2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat uang
tunai bulan pertama dengan memenuhi
persyaratan:

a. Pengusaha atau Peserta telah
memberitahukan pemutusan hubungan kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Sistem
Informasi Ketenagakerjaan; dan

b. Peserta telah mengajukan pembayaran
manfaat uang tunai melalui akun yang
diperoleh saat mengakses Sistem Informasi
Ketenagakerjaan dengan melampirkan surat
pernyataan bersedia untuk bekerja kembali
dan nomor rekening bank yang masih aktif
atas nama Peserta.

(3) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran
manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan
bulan kelima setiap bulannya dengan memenuhi
persyaratan:

a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang
tunai bulan kedua sampai dengan bulan
kelima, melalui akun yang diperoleh saat
mengakses Sistem Informasi
Ketenagakerjaan; dan

b. telah melakukan asesmen diri atau penilaian
diri pada akses informasi pasar kerja
sebagaimana terdapat di dalam Sistem
Informasi Ketenagakerjaan yang dibuktikan
dengan hasil asesmen diri atau penilaian diri
yang tercantum pada Sistem Informasi
Ketenagakerjaan.
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(6)

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Penerima Manfaat harus memenuhi
persyaratan:

a. belum mendapatkan pekerjaan dan aktif
mencari kerja yang dibuktikan dengan:

1. bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5
(lima) lamaran dalam 1 (satu) bulan; atau

2. bukti panggilan tes seleksi kerja atau
wawancara paling sedikit 1 (satu)
perusahaan dalam 1 (satu) bulan;
dan/atau

b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada
bulan sebelumnya paling sedikit 80%
(delapan puluh persen) kehadiran bagi
Penerima Manfaat yang mengambil manfaat
Pelatihan Kerja.

Penerima Manfaat mengajukan pembayaran

manfaat uang tunai bulan keenam dengan

memenuhi persyaratan:

a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang
tunai bulan keenam melalui akun yang
diperoleh saat mengakses Sistem Informasi
Ketenagakerjaan; dan

b. menyampaikan bukti belum mendapatkan
pekerjaan dan  aktif mencari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dan pengisian formulir status kebekerjaan.

Lamaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a berdasarkan pada informasi

lowongan pekerjaan yang terdapat dalam Sistem

Informasi Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 6
BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan
validasi terhadap persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 3 (tiga) hari
kerja.
Dalam melakukan verifikasi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan
dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta,
Pengusaha, atau Kementerian, dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi
terhadap data hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah
lengkap dan benar.
Dalam hal data hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap
dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan
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memberikan catatan pada formulir data Peserta
dan memberitahukan kepada Pengusaha atau
Peserta secara daring atau luring.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta
melengkapi dan/atau memperbaiki data dan
menyerahkan kembali formulir kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lambat sampai dengan
batas akhir pengajuan klaim JKP secara daring
atau luring.

BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat
uang tunai melalui rekening Penerima Manfaat
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap dan benar.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
Pengusaha yang menunggak iuran jaminan
kecelakaan kerja sebagai sumber pendanaan
program JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan
berturut- turut dan terjadi pemutusan hubungan
kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar
manfaat uang tunai Peserta.
Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar
manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka Pengusaha wajib melunasi
tunggakan iuran.
Pengusaha yang menunggak iuran jaminan
kecelakaan kerja sebagai sumber pendanaan
program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-
turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja,
Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu
manfaat uang tunai kepada Peserta.
Dalam hal Pengusaha telah melunasi seluruh
tunggakan iuran dan denda yang menjadi
kewajibannya, Pengusaha dapat meminta
penggantian manfaat uang tunai yang telah
dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pengusaha mengajukan permintaan penggantian
manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha
membayar hak Peserta.
BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar
penggantian manfaat uang tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak surat permintaan dan dokumen
pendukung diterima secara lengkap dan benar
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
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Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah dan di antara ayat
(2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a)
dan ayat (2b) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 11
BPJS  Ketenagakerjaan  menerima  laporan
pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan
Kerja yang telah dikonsolidasi dan diverifikasi oleh
Kementerian secara lengkap dan benar.
Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya
Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan laporan dan tagihan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. pelatihan yang dilakukan atas rekomendasi
Pengantar Kerja; dan
b. penggantian biaya pelatihan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan secara
proporsional paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari keseluruhan jam pelatihan.

(2a) Perhitungan penggantian biaya secara proporsional

(2b)

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan  dengan  mengalikan  presentase

kehadiran dengan satuan biaya paket pelatihan
yang diambil oleh Penerima Manfaat.

Dalam hal pelatihan kerja disertai dengan

sertifikasi kompetensi kerja, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. penggantian biaya sertifikasi kompetensi
kerja dilakukan bersamaan dengan
penggantian biaya pelatihan kerja;

b. perhitungan penggantian biaya sertifikasi
kompetensi kerja dilakukan dengan
mengalikan biaya paket sertifikasi dengan
jumlah penerima manfaat pelatihan
sertifikasi kompetensi kerja; dan

c. penggantian biaya sertifikasi kompetensi
kerja dilakukan dalam hal jumlah biaya
pelatihan dan biaya sertifikasi kompetensi
kerja tidak melebihi biaya satuan pelatihan
per penerima manfaat.

Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilengkapi dengan:

a. surat permintaan pembayaran manfaat
Pelatihan Kerja; dan

b. SPTJM.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan

biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan setiap tanggal 1 (satu) dan
tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan

Kerja dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
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Badan ini.

(6) Dokumen penagihan biaya Pelatihan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
dokumen elektronik.

Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat
Pelatihan Kerja berdasarkan biaya satuan dan
jumlah Peserta.

(2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling  banyak sebesar Rp.
2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
per peserta.

(3) Biaya Pelatihan Kerja ditetapkan oleh Kementerian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Di antara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Manfaat Pelatihan Kerja dapat diberikan lebih dari
1 (satu) kali kepada Penerima Manfaat selama
masa pemberian manfaat JKP dan tidak melebihi
biaya satuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Manfaat Pelatihan Kerja diberikan kepada
Penerima Manfaat setelah Penerima Manfaat
mendapatkan rekomendasi Pelatihan Kerja dari
Pengantar Kerja.

(3) Penerima Manfaat yang telah mengikuti Pelatihan
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menyelesaikan Pelatihan Kerja yang diikutinya.

Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT
PELATIHAN KERJA BAGI PERUSAHAAN YANG
DINYATAKAN PAILIT ATAU TUTUP

Di antara Pasal 14A dan 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B
(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit yang
dibuktikan dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, atau perusahaan
dinyatakan tutup yang dibuktikan dengan surat
keterangan mengenai pembubaran yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
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bidang hukum, dan menunggak iuran paling lama
6 (enam) bulan, maka manfaat uang tunai dan
manfaat Pelatihan Kerja tetap dibayarkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan pembayaran manfaat uang tunai dan
manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban
Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan
denda program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

1

PRAMUDYA 1K AAN BUNTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 735
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